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Abstrak 

Dalam melawan arus globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi dasar berbangsa dan bernegara, 

implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasi 

praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam bidang 

POLEKSOSBUDHANKAM. 
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A. Latar Belakang  

Zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Era globalisasi ini begitu cepat mempenetrasi budaya ataupun ideologi asing ke 

dalam budaya dan ideologi yang selama ini telah dimiliki oleh bangsa dan negara 

Indonesia.  

Telah menjadi kesadaran bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara 

Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara 

bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik 

Indonesia. Hal ini menjadi dasar menurunkan proposisi bahwa Pancasila sebagai dasar 

Negara harus mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila 

merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai 

dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, perlu untuk menjawab rumusan bagaimana 

pengimplementasian Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang Politik, 

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) di 

Indonesia. 
 

B. Analisis dan Pembahasan 

1. Hakikat Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan  

Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah 

pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. 

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan 

seharihari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat 

Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya 

dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur. 

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu 

diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur 

yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara 
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negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun 

di daerah. 

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam 

zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama 

lebih dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari 

ideologi Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap 

Pancasila. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan 

dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. 

Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan 

bernegara bukan hanya bersal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. 

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat 

menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, 

hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo- konservatisme dan globalisme bahkan telah 

memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa 

meminggirkan.2 Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang 

bertentangan dengan kepribadian bangsa. 

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan 

suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian 

tersebut di rinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUDHANKAM. 

 

2. Implementasi Pancasila Dalam Bidang Politik 

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar 

ontologis manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah 

sebagai subjek Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan 

tujuan demi harkat dan martabat manusia. 

Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus 

mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dam esensinya, 

sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. 

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik 

dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat (1), dan pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pasal- pasal 

tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan 

yang adil dan beradap yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke-4 dan ke-2 

Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik 

di Negara Republik Infonesia. 

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan 

negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subyek 

pendukung Pancasila, sebagai mana dikatakan oleh Noto Nagoro (1975:23) bahwa yang 

berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah 

manusia. Manusia adalah subyek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar 

dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar 

sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan 

kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang 

merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem 

politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-

dasar moral politik. 

 

3. Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi 
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Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga 

lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang 

mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih 

tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan 

pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas[4]. Pengembangan ekonomi bukan hanya 

mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh 

bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik 

dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34[5]. Pasal-pasal tersebut adalah 

penjabaran dari pokok- pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-

masing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila. Kedua pokok pikiran ini 

adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi 

nasional.4 

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan 

negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem 

perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu 

pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang 

dilontarkan oleh Mubyarto(1999), sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000:239), yaitu 

pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melankan demi 

kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan 

ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. 

 

4. Implementasi Pancasila Dalam Bidang Sosial dan Budaya 

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan 

atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang 

dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya 

stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di 

berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan 

antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu 

dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. 

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus 

mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai 

Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, 

artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik 

dituangkan dalam pasal , 29, pasal 31, dan pasal 32[6]. Pasal-pasal tersebut adalah 

penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 

dan beradap, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, 

kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan 

bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.5 

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila 

dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian 

bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus 

diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan 

demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam 

mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-

2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan 

dengan mengangkat nilai- nilai yang  dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. 
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Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang 

keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang 

beradap. 

 

5. Implementasi Pancasila Dalam Bidang Pertahanan dan  Keamanan  

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya 

akhlak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam 

rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. 

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik 

dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut 

merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila 

pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan 

dan keamanan nasional. 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan 

kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran 

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara di atur dan 

dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan dengan kata lain, pertahanan 

dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang 

terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. 

Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya 

kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan 

kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga 

negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta 

kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam 

hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan 

dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan 

negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam 

mengayomi masyarakat. 

 

C. Kesimpulan 

Secara yuridis-konstitusional, kedudukan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, 

dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup 

bangsa. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan 

menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari. Implementasi 

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat tercakup pada bidang 

POLEKSOSBUDHANKAM. Pembuatan kebijakan dalam bidang politik harus 

memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di 

tangan rakyat. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk 

menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan 

berkeadilan, salah satu pemikiran yang sesuai adalah gagasan ekonomi kerakyatan. 

Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-

nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam 

proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Sedangkan implementasi 

Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara mengacu pada tujuan tercapainya 

kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan 

kepentingan seluruh warga dengan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan 

derajat serta kebebasan kemanusiaan dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam 

hidup masyarakat. 
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